
WALIKOTA SINGKAWANG 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWA G 

NOMOR 52 TAHUN 2016 

TENT ANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO OR 4 TAHUN 2013 

Menimbang 

Mengingat 

TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentu 

Pasal 44, Peraturan Daerah Nomor 

Pedagang Kaki Lima perlu menetap 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Perat 

Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Li 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Ne 

Tahun 1945; 

Pasal 19, Pasal 20, dan 

Tahun 2013 ten tang 

Peraturan W alikota 

Daerah Nomor 4 

a Repu blik Indonesia 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200 tentang Pembentukan 

Kota Singkawang (Lembaran Negara Re ublik Indonesia Tahun 

2001Nomor92, Tambahan Lembara Ne ara Republik Indonesia 

Nomor 4119); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2 07 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik donesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Neg • ra Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (Lembaran Neg a Republik Indonesia 

tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Le baran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4866) ; 



5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara R ublik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 96, Tambahan Lem an Negara Republik 

Indonesia Nomor 5025); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Le aran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011Nomor82, Tam ahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 14 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Ne a Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diub beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lemb an Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam ahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 012 tentang Koordinasi 

Penataan dan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

(Lembaran Negara Republik Indonesia un 2012 Nomor 291); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41Tahun2012 tentang 

Pedoman Penataan dan Pemberdaya Pedagang Kaki Lima 

(Lembaran Negara Republik Indonesia un 2012 Nomor 607); 

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 200 tentang Pembentukan 

dan Struktur Organisasi Perangkat di Lingkungan 

Pemerintah Kota Singkawang Daerah Kota 

Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Singkawang Nomor 14); 

11. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 013 tentang Pedagang 

Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota s· gkawang Tahun 2013 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah ota Singkawang Nomor 

4); 

12. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 20 tentang Tugas Pokok, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perin ustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ta Singkawang (Berita 

Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PE NJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 T UN 2013 TENTANG 

PEDAGANG KAKI LIMA 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimak ud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Singkawang 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala aerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan y g menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Singkawang. 

4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutny disingkat PKL adalah 

pelakuusaha yang melakukan usah perdagangan dengan 

penggunakan sarana usaha bergerak aupun tidak bergerak, 

menggunakan prasarana kota, fasilita sosial, fasilitas umum, 

lahan dan bangunan milik pemerintahl dan/ atau swasta yang 

bersifat sementara/tidak menetap. 

5. Penataan PKL adalah upaya yang dil ukan oleh pemerintah 

daerah melalui penetapan lokasi bin untuk melakukan 

petapan, pemindahan, penertiban, dan enghapusan lokasi PKL 

dengan memperhatikan kepentingan mum, sosial, estetika, 

kesehatan, ekonomi, keamanan, kebersihan 

lingkungan dan sesuai dengan peratura perundang-undangan. 

6. Lokasi PKL adalah tempat untuk menj ankan usaha PKL yang 

berada di lahan dan/atau bangunan "lik pemerintah daerah 

dan/ atau swasta. 

7. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkay TDU adalah 

surat yang dikeluarkan oleh pejabat ang ditunjuk sebagai 

tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat 



kendali untuk pemberdayaan dan pe usaha PKI 

dilokasi yang ditetapkan oleh pemerint daerah. 

8 . Kartu Pengenal PKL adalah identi s sebagai bukti yang 

bersangkutan adalah PKL resmi yang te ah memiliki TDU 

9 . Pendataan PKL adalah proses untuk emperoleh keterangan 

/ informasi PKI melalui pengamatan, awancara dan formulir 

yang diisi. 

10. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Per agangan, Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah. 

11 . Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pe · dustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan U saha Kecil menengah Ko Singkawang. 

12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanj tnya di singkat Sat Pol 

PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja ota Singkawang. 

13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yaqg selanjutnya disingkat 

Kasat Pol PP adalah Kepla Satuan Po isi Pamong Praja Kota 

Singkawang. 

14. Kecamatan adalah wilayah kerja C ' at sebagai Perangkat 

Daerah Kota Singkawang. 

15. Camat adalah Camat di Pemerintah Kota 

Singkawang yag merupakan koor I inator penyelenggara 

pemerintah di wilayah kerja Kecamatan ' alam Kota Singkawang. 

16. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Pasar adalah UPT 

Metrologi Legal dan Pasar Kota Singkaw g. 

17. Keluarahan adalah wilayah kerja Lu ah sebagai Perangkat 

Daerah di bawah Kecamatan. 

18. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kota 

19. Petugas yang ditunjuk adalah pejabat Yi g diberi kewenangan 

dan tugas dalam pembinaan, penga asan, pelayanan, dan 

penertiban PKL. 



BAB II 

PENDATAAN PKL 

Pasal 2 

(1) Untuk penataan PKl di daerah harus di 

diketahui dengan pasti jumlah PKL yan 

(2) Pendataan PKL dilaksanakan oleh pet 

Dinas, bersama petugas Kecamatan d 

kan pendataan agar 

(3) Dalam melaksanakan pendataan petug s yang ditunjuk hams 

disertai dengan Surat Tugas yang dikelu kan Kepala Dinas dan 

menyampaikan laporan hasil penda dalam bentuk yang 

telah ditentukan untuk selanjutnya direkapitulasi menjadi 

databasi PKL. 

(4) Bnetuk dan Isi Surat Tugas, bentuk pen ataan dan rekapitulasi 

PK sebagaimana dimaksud ayat (2) terc tum dalam Lampiran 

I, Lampiran II dan Lampiran Ill yang erupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Pera tu ran W alikota ini 

BAB III 

PENATAAN PKL 

Bagian Kesatu 

Penetapan Lokasi PKL 

Pasal 3 

Penetapan lokasi PKL hams memperhati 

a. lokasi yang tidak menggangu lalu lintas an kepentinagn umum; 

b. tidak berada diatas jembatan, di atas ali an sungai, atau di atas 

saluran drainase; 

c. tidak berada di depanrumah sakit, 'tar lokasi bangunan 

kantor pemerintahan, lembaga pendidi an, makam pahlawan, 

monumen, tempat peribadatan, selasar ruko, darius lkm dari 

Pasar Rakyat; dan 

d. jarak dari tiang lampu lalu lintas, persi pangan jalan, instalasi 

gardu induk listrik, stasiun pengisian ahan bakar gas, dan 



stasiun pengisian bahan bakar umum, ekurang-kurangnya 50 

meter (lima puluh meter) 

Pasal 4 

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam asal 3 terdiri dari: 

a. lokasipermanen;dan 

b. lokasi sementara. 

Pasal 5 

( 1) Lokasi permanen sebagaimana dimaks (l dalam Pasal 4 huruf a 

merupakan lokasi bersifat tetap yan diperuntukan sebagai 

tempat kegiatan usaha PKL sesuai deng yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah dan diarahkan ntuk menjadi kawasan 

atau pasar-pasar bidang usaha prom si, produksi unggulan 

daerah. 

(2) Lokasi semntara sebagaimana dim 

merupaka lokasi yang diperuntukan bagai tempat kegiatan 

usaha PKL yang bersifat sementara an diatur berdasarkan 

waktu dan jenis usaha sesuai deng yang ditepakan oleh 

Walikota. 

Pasal 6 

(1) PKL yang menjalankan kegiatan usah pada lokasi yang tidak 

sesuai peruntukannya harus dilaku 

direlokasi pada lokasi yang sesuai deng peruntukannya. 

(2) Lokasi PKL yang telah dipindahkan bagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihapuskan dan selanjutn a ditata dan ditertibkan 

sesuai denga fungsi dan peruntukanny . 

(3) Pembinaan PKL dan penghapusan lo asi PKL sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harius disosialisasikan 

terlebih dahulu kepada PKL. 

(4) PKL diberikan waktu selambat-lamba ya 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak tanggal pelaksanaan sos alisasi untuk pindah ke 

lokasi PKL yang telah ditetapkan. 

(5) Jika tenggang waktu yang diberikan ebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 4) PKL belum pindah dan sih tetap menjalankan 



usaha ditempat semula, maka kepa a PKL tersebut akan 

dikenakan sanksi administrasi. 

(6) Jika tenggang waktu samksi administra i telah dilewati dan PKL 

masih belum pindah, maka harus d" akukan pembongkaran 

pada Lokasi PKL. 

Bagia Kedua 

Waktu Kegiatan Usaha PKL 

Pasal 7 

(1) Lokasi PKL yang bersifat sementara 

dalam Pasal 5 ayat (2) waktu dan jenis 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota 

bagaimana dimaksud 

ha kegiatan PKL akan 

(2) Di luar waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksdu pada 

ayat ( 1) maka lokasi PKL harus be bas d bersih dari peralatan 

usaha PKL maupun sampah sisa kegia usaha PKL. 

Bagian Ketiga 

Jenis Tempat U saha 

Pasal 8 

(1) Jenis tempat usaha PKL terdiri dari: 

a . Gelaran/hamparan; 

b. Lesehan; 

c. Tenda; 

d. Gerobak; 

e. Meja; 

f. Kendaraan roda 4; 

g. Kendaraan roda 3; 

h . Sepeda motor; dan 

1. Sepeda. 

(2) Tempat berusaha PKL pada setiap lok si tidak diperbolehkan 

melebihi batas-batas yang telah ditentu 



Bagian Keempat 

Jenis Barang Yang Diperdagan 

Pasal 9 

(1) Jenis barang yang diperdagan pada lokasi PKL 

sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 an ditetapkan dengan 

Keputusan walikota. 

(2) Penetapan jenis barang yang diperd gangkan sebagaimana 

dimaksud pada yat (1) dengan mempe ·mbangkan kesesuaian 

lokasi dan waktu kegiatan usaha PKL. 

BAB IV 

Bagian Kesatu 

Urn um 

Pasal 10 

( 1) Pendaftaran PKL dikelola oleh Dinas. 

(2) Tata cara pendaftaran PKL sebagimana dimaksud pada ayat ( 1) 

meliputi 

a. permohonan TDU; 

b . penertiban TDU; 

c. perpanjangan TDU; dan 

d. pencabutan dan tidak berlakunya T U. 

Bagian Kedua 

Permohonan TDU 

Pasal 11 

( 1) Setiap PKL yang ada di daerah wajib me 

(2) Untuk memperoleh TDU harus mengaju permohonan secara 

tertulis kepada Kepala Dinas beserta SJi at-syarat yang telahn 

d itetapkan. 

(3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 

a . surat permohonan pemilik/ pen 

ditandatangani pemohon diatas ma 

jawab yang 



b . pas photo beiwarna ukuran 3x4 cm banyak 2 (dua) lembar 

dan ukuran 2x3 cm 1 ( satu lembar; 

c . fotocopy Kartu Tanda Penduduk (K P) pemilik/penanggung 

jawab yang masih berlaku; 

d . fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KT yang diberi kuasa yang 

masih berlaku jika diurus pihak 1 disertai Surat Kuasa 

dari Pemberi Kuasa kepada Peneri 

e . skrt/letak lokasi tempat usaha PKL; 

f. surat pernyataan diatas matrai. 

(4) Bentuk Surat Permohonan, Surat 

Surat Pernyataan sebagaimana tercan m dalam Lampiran IV, 

Lampiran V, Lampiran VI dan Lampir VII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peratur 

Pasal 12 

( 1) Permohonan disampaikan kepada p itugas beserta seluruh 

syarat-syarat yang telah ditetapkan dal 

benar. 

(2) Petugas dapat menolak permohonan 

yang disampaikan tidak lengkap dan ti 

(3) Jika syarat-syarat permohonan TDU le 

permohonan dapat diproses lebih lanju 

keadaan lengkap dan 

syarat-syarat 

(4) Petugas yang menerima permohonan ajib memberikan tanda 

bukti penerimaan permohonan TDU. 

(5) Bentuk dan isi tanda bukti peneri 

sebagaimana tercantum dalam Lampir VII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peratur 

Bagian Ketiga 

Penerbitan TDU 

Pasal 13 

( 1) Berdasarkan permohonan yang diterima, Kepala Dinas 

menerbitkan Surat Perintah Tugas epada petugas yang 

ditunjuk untuk melakukan pemeriksa , lapangan. 



(2) Dalam melakukan pemeriksaan lapan pemohon TDU wajib 

mendampingi petugas yang ditunju serta petugas yang 

ditunjuk dari Kelurahan dan Kecama 

(3) Hasil pemeriksaan lapangan selanju ya dituangkan dalam 

Berita Acara Pemeriksaan Lapang yang ditandatangani 

petugas yang ditunjuk. 

(4) Bentuk dan isi Berita Acara Lapangan 

sebagaimana tercantum dalam Lampir IX yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peratur 

Pasal 14 

( 1) Selesai melaksanakan pemeriksaan 1 pangan petugas yang 

ditujuk wajib menyampaikan Beri Acara Pemeriksaan 

Lapangan kepada Kepala Dinas. 

(2) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pangan, Kepala Dinas 

memutuskan: 

a . menerima permohonan penerbitan T 

b . menolak permohonan penerbitan dituangkan 

dalam surat KepalaDinas yang be si jawaban penolakan 

dengan aslana yang jelas selambat-1 batnya 7 (tujuh) hari 

jam kerja sejak permohonan TDU dit rima. 

Pasal 15 

(1) TDU diterbitkan dan ditandatangani Ke ' ala Dinas. 

(2) TDU sebagaimana dimaksud pada aya (1) diterbitkan dengan 

ketentuan: 

a. paling lambat 7 (tujuh) harai kerja se ak tanggal penerimaan 

surat permohonan pendaftaran di rima dalam keadaan 

lengkap dan benar; 

b . TDU hanya dapat 

menempati 1 ( satu) lokasi tern pat u 

bergerak dan 1 (satu) 

menggunakan kendaraan; 

satu orang untuk 

a bagi PKL yang tidak 

bagi PKL ayng 

c. TDU berlaku selama 2 (dua) tahun erhitung mulai tanggal 

diterbitkan dan dapat diperpanj g berdasarkan hasil 

evaluasi; dan 



d. Penerbitan TDU tidak dipungut biay 

Pasal 16 

Bentuk dan isi bagan alur prosedur pene bitan TDU sebagimana 

tercantum dalam Lampiran XI yang m rupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. 

Bagian Keempat 

Perpanjangan TDU 

Pasal 17 

(1) Perpanjangan TDU sebagimana dimaks d dalam pasal 15 ayat 

(2) huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan se lum berakhirnya masa 

berlaku TDU. 

(2) Permohonan perpanjangan TTDU seba · ana dimaksud pada 

ayat ( 1) disampaikan kepada Kepala D · as. 

(3) Permohonan, syarat-syarat serta pener itan perpanjangan TDU 

sama seperti permohonan untuk rnenda: atkan TDU baru. 

Bagian Kelima 

Pencabutan dan Tidak Berlakunya TDU 

Pasal 18 

(1) Kepala Dinas dapat mencabut TDU. 

(2) Pencabutan TDU sebagimana dirnaks d pada ayat (1) dapat 

dilakukan apabila: 

a. pernegang TDU melanggar larangan 

b. lokasi yang bersangkutan tidak lagi itetapkan sebagai loksi 

PKL; 

c. pemegang TDU rnelanggar ketentuan perundang-undangan; 

d. tidak memperpanjang TDU; 

e. tidak melakukan usaha PKL lagi; d 

f. TDU dipindahtangankan kepada PKL lain. 

(3) TDU dinyatakan tidak berlaku apabila : 

a. pemegang TDU meninggal dunia; 

b. atas permintaan tertulis dari perneg g TDU ;dan 



c. pemegang TDU pindah lokasi usaha. 

(4) Dalam hal pemegang TDU menin 

dimaksud pada ayat (3) huruf a , m 

anak pemegang TDU 

untuk menggunakan tempat usahh 

bersangkutan dengan ketentuan seba ' 

Pasal 3 

BABV 

PENGGANTIAN TDU 

Pasal 19 

(1) Apabila TDU hilang atau 

dunia sebagaimana 

suami, istri , dan/ atau 

TDU 

pada lokasi yang 

ana dimaksud dalam 

dapat mengajukan 

penggantian dengan mengajukan pe ohonan secara tertulis 

kepada Kepala Dinas beserta sy at-syarat yang telah 

ditetapkan. 

(2) Syarat-syarat sebagimana dimaksud d 

a . surat permohonan pemilik/ pen 

ditandatangani pemohon di atas ma ' ai; 

jawab yang 

b . pas photo ukuran 3x4 cm sebany 2 (dua) lembar dan 

ukuran 2x3 cm 1 (satu) lembar; 

c . fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( P) pemilik/penangung 

jawab yang masih berlaku; 

d . fotocopy Kartu Tanda Penduduk (K P) yang di beri kuasa 

yang masih berlaku jika diurus p · Surat 

Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada P erima Kuasa; 

e . Surat Keterangan Kehilangan dari lu ah tempat domisili PKL; 

dan 

f. TDU asli yang rusak. 

BAB VI 

KARTU PENGENAL PKL 

Pasal 20 

( 1) Bagi PKL yang telah mendaptkan TDU akan diberikan Kartu 

Pengenal PKL. 



(2) Tata cara penerbitan, pejabat yang menandatangani dan 

pencabutan penggantian, dan tidak beii akunya Kertu Pengenal 

PKL berlaku sama seperti TDU. 

(3) Bentuk dan isi Kartu Pengenal PKL ter tum dalam Lampiran 

XII yang merupakan bagian tidak terp,"sahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 21 

(1) Dalam rangka meningkatkan kemamp an usaha PKL sehingga 

bisa berkembang menjadi usaha yang mandiri, Kepala Dinas 

melakukan pembinaan dan pemberday 

(2) Pembinaan PKL sebagaimana dimaksu pada ayat (1) dilakukan 

dengan cara: 

a . koordinasi dengan SKPD terkait; 

b. pendataan PKL; 

c. sosialisasi kebijakan tentang pena an dan pemberdayaan 

PKL; 

d . perencanaan dan penetapan lokasi b 

e. koordinasi dan konsultasi 

pemberdayaan PKL; 

aan penataan dan 

f. bimbingan teknis, pelatihan, supervi i kepada PKL; dan 

g. monitoring dan evaluasi. 

Pasal 22 

( 1) kepala Dinas melalui IPT Metrologi Leg dan Pasar melakukan 

pengawasan terhadap PKL di Daerah. 

(2) Pengawasan sebagimana dimaksud pada yat (1) dalam 

pelaksanaannya diatur dengan ketentu 

a. lokasi yang dilarang, pengawasan secara rutin 

setiap hari; 

b. likasi yang bersifat sementara, peng asan dilakukan paling 

kurang 1 ( satu) minggu sekali; dan 



c . lokasi yang sesuai peruntukannya, pengawasan dilakukan 

paling kurang 1 (satu) bulan sekali. 

(3) Jika terjaid pelanggaran, Lurah d 

membantu dalam melakukan 

Camat berkewajiban 

PKL dengan 

memberikan teguran lisan serta meny . paikan laporan kepada 

Kepala Dinas. 

BAB VIII 

SANKS I ASMINISTRA TIF 

Pasal 23 

Setiap PKL dalam menjalankan usahany; melanggar ketentuan 

sebagaimana yang telah diatur dalam Per turan Daerah Nomor 4 

Tahun 2013 tentang PKL dan Peraturan alikota ini dikenakan 

sanksi berupa teguran lisan, peringatan te ulis, pencabutan TDU, 

Kartu Pengenal PKL hingga penutupan lok si. 

Pasal 24 

( 1) Teguran lisan diberikan oleh Lurah de gan tenggang waktu 7 

(tujuh) hari kerja. 

(2) Teguran lisan yang diberikan wajib di porkan Lurah kepada 

Camat untuk terus disampaikan kepad Kepala Dinas. 

Pasal 25 

(1) Jika teguran lisan sebagimana dimaks d dalam Pasal 23 tidak 

dilaksanakan PKL, maka Kepala Dina melaui UPT Merologi 

Legal dan Pasar memberikan Peringa 

(2) Peringatan tertulis diberikan sebany 3 (tiga) kali dengan 

tenggak waktu masing-masing surat pe 

hari kerja sejak surat diterima dengan k tentuan sebagi berikut: 

a . peringatan tertulis pertama memuat tara lain : 

1. mengingatkan teguran lisan yang udah diberikan; 

2. pasal dan peraturan yang dilangg 

3. saran, tindakan yang harus dilak 

4. batas waktu untuk melaksanak 



b. Peringatan tertulis kedua memuat 

1. Mengingatkan peringatan tertulis 

2. Pasal dan peraturan yang dilangg 

3. Saran, tindakan yang harus dil 

4. Batas waktu untuk melaksanak 

5. Panggilan kepada yang bersang 

kepada, waktu, dan tempat terte 

c . Peringatan tertulis ketiga memuat 

1. Mengingatkan teguran sebelumn 

agar menghadap 

2. Batas waktu untuk melaksanak saran, tindakan; dan 

3 . Ancaman pebutupan lokasi usah serta pencabutan TDU 

dan Kartu Pengenal PKL apabi tidak melaksanakan 

Peringatan Tertulis Ketiga ini. 

(3) Apabila PKL tidak melaksanakan pering 

di maksud pada ayat (2), setelah ten ang waktu peringatan 

tertulis ketiga berakhir, maka TDU Kartu Pengenal PK 

dicabut diikuti dengan penutupan loka 

(4) Penutupan lokasi usaha PKL dilaksan an 7 (tujuh) hari kerja 

sejak surat peringatan tertulis ketiga di erika. 

Pasal 26 

(1) Pencabutan TDU dan Kartu Peng nal PKL sebagimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dil kan Kepala Dinas. 

(2) Penutupan tempat usaha/kegiatan dil kan oleh Sat Pol PP 

setelah ada surat pemberitahuan Kepala Dinas untuk 

menutup lokasi PKL. 

(3) Dalam menutup lokasi PKL Sat Pol PP h s didampingi petugas 

yang ditunjuk dari Dinas masing- asing petugas harus 

membawa Surat Perintah Tugas. 

(4) Penutupan lokasi usaha PKL ditandai dengan menempelkan 

pengumuman pada lokasi tempat usah 

(5) Bentuk dan isi Peringatan Tertulis Ke tu, Peringatan Tertulis 

Kedua, dan Peringatan Tertulis Ketiga, encabutan TDU, Kartu 

Pengenal PKL, Pengumuman kasi Usaha PKL 

sebagimanatercantum dalam Lampir XIII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peratur 



BAB IX 

PENGAWASAN PETUGAS PELAKS 

Pasal 27 

(1) Kepala Dinas dan/atau Kasat Pol PP melakuan pengawasan 

kepada petugas yang ditunjuk dalam elaksanakan Peraturan 

llll. 

(2) Dika dalam pelaksanaannya PKL erasa dirugikan oleh 

petugas, maka masyarakat dapat mela r kepada Kepala Dinas 

dan/ a tau Kasat Pol PP sesuai satu kerja petugas yang 

bersangkutan bai secara lisan maupun 

(3) Laporan yang disampaikan PKL harus · sertai dengan : 

a . identitas pelapor dan fotocopy KTP y g bersangkutan; 

b. nama petugas; 

c . waktu dan tempat kejadian; 

d. tindakan yang dilakukan petugas; d 

e . kronologi kejadian. 

(4) Kepala Dinas dan/ atau Kasat Pol PP harus menindaklanjuti 

laporan yang diterima dengan me eriksa petugas yang 

dilaporkan. 

(5) J ika dalam pemeriksaan tidak ditem kan bukti dan fakta 

petugas yang dilaporkan merugik PKL, maka yang 

bersangkutan namanya harus direhabi "tasi dan kepada pelapor 

diberikan peringatan untuk tidak menYi paikan laporan yang 

tidak benar. 

(6) Jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti dan fakta yang 

meyakinkan petugas yang dilaporkan merugikan PKL, maka 

atasan langsung harus menindak sesu · peraturan perundang­

undangan dan dilarang terlibat baik I gsung maupun tidak 

langsung dalam pelaksanaan Peraturan W alikota ini. 



BABX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 28 

(1) Bagi PKL berada di lokasi yang dilaran , selambat-lambatnya 3 

(tiga) bulan sejak Peraturan Walikot ini diberlakukan agar 

pindah dan mencari lokasi yang diper 

(2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan s "ak Peraturan Walikota 

ini diberlakukan, PKl harus mengurus DU dan Kartu Pengenal 

PKL. 

Pasal 29 

Pada saat Peraturan Walikota ini berl , Keputusan Walikota 

Singkawang Nomor 44 Tahun 2003 te tang Pengaturan dan 

Penataan Pedagang Kaki Lima di Ling 

Singkawang di cabut dan dinyatakan tid 

Pemerintah Kota 



BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pad tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memeri tahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempa nya dam Berita Daerah 

Kota Singkawang. 

Diundangkan di Singkawang 
pada tanggal 30 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG 
ttd 

SYECH BANDAR 

di Singkawang 
al 28 Desember 2016 

OTA SINGKAWANG 
ttd 

WANG ISHAK 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOM R 73 

Salinan sesuai dengan aslinta 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 



LAMPIRAN I 
NO MOR 
TENTANG 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 
52 TAHUN 2016 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 
4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KA 

AERAHNOMOR 
LIMA 

Dasar 

BENTUK SURAT TUGAS PENDATAAN PK 

PEMERINTAH KOTA SINGKA ANG 
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDDAGAN AN, KOPERASI 

DAN USAHA KECIL MENEN AH 
Alamat : Jalan Firdaus H. Rais No 38 SIN KAWANG 79123 

Telepon : (0562) 631425 Faksimile: (0562) 631425 
E-mail : lndagkop@singkawangkota.go.id 

=~~~ ~~~~~-~~~~~- I 
1. Peaturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 20 3 ten tang Pedagang 

Kaki Lima 
2. Peraturan Walikota Singkawang Nomor ... . Tahun 20 4 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 201 ten tang Pedagang 
Kaki Lima 

MEMERINTAHKAN : 
Kepada 1. Nama 

Untuk 

Pangkat / Golongan Ruang 
NIP 
Jabatan 

2 . Nama 
Pangkat / Golongan Ruang 
NIP 
Jabatan 

3. dan seterusnya 
1. Melaksanakan pendataan PKL yang terletak di : 

Jalan . . . ............... .. ................ . .... . 
Kelurahan 
Kecamatan 

2. Menyampaikan laporan hasil pendataan dalam entuk yang telah 
ditentukan. 

3 . Melaksanakan tugas selama .... hari dari tanggal ..... .. ampai tanggal ...... . 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 

KEPALA DINAS PERINDUST AN, PERDAGANGAN, 
KOPERASI DAN USAHA ECIL MENENGAH 

KOTA SING ANG 

WALIKOT SINGKAWANG 
ttd 

AW NG ISHAK 



PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 
52 TAHUN 2016 

LAMPIRAN II 
NO MOR 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERAT RAN DAERAH 

NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PED GANG KAKI LIMA 

BENTUK PENDATAAN PKL 

DATA PKL DI KOTA Sll!iGKAWAJrG 

1. Nama 
Umur/Tempat, Tanggal Lahir 
Alamat 
Jalan, RT/RW 
Kelurahan 
Kecamatan 
(Fotocopy KTP harap dilampirkan) 

2. Tahun Mulai Menjalankan Usaha 
3 . Lokasi Tempat Usaha 

Jalan, RT /RW 
Kelurahan 
Kecamatan 

4 . Waktu Menjalankan Usaha mulaijam .... ....... WIB s/djam .. .. ... .... . WIB 

5. Luas Tempat Usaha 

6 . Jenis Tempat Usaha *) 

Gelaran/ Hamparan 

Lesehan 

Tenda 

Seiter 

Gerobak 

7 . Bidang Usaha *) 

Kuliner (makanan dan minuman) 

Kerajinan dan barang antik 

Tanaman hias dan tumbuhan 

Buah dan sayuran 

8 . Jumlah Modal Usaha 

9 . Jumlah Tenaga Kerja 

(termasuk pemilik) 

panjang ........ M x lebar .. ... ... .. M .... ... .. M2 

D Meja 

D Kendaraan 4 

D Kendaraan 3 

D Sepeda motor 

D Sepeda 

D sesoris 

D Jenis unggas dan ik 

D Elektronik dan bar 

D 
Rp . ..................................... 
.. .... ... orang 

*) silang sesuai dengan jenis tempat usaha dan bidang usaha 

D 
D 
D 
D 
D 

Petugas Pendataan Singkawang, ... ............. .. .. .. .. . . 

NAMA 
PANG KAT 

NIP 

PKL didata 

D 
D 
D 

WALIKOT SINGKAWANG, 
ttd 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 

AW NGISHAK 



LAMPIRAN III 
NO MOR 
TENT ANG 

No. Nama 

1 2 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 
52 TAHUN 2016 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA 

BENTUK REKAPITULASI DATA PKL 

DATA PKL KOTA SIKOKAWAlfG TAHUll ............. 

Lokasi Tempat Usaha 
-~ ~ 

Jen.is 'Iemoat Ua•n• 

c '<!" "" 

~i 
~ ~ ] ~ Jalan, ITT I RW I ! <ll .... ~ .SI .!l!, 

Kecamatan Kelurahan waktu menjalan le . a -g ~ ~ j ! usaha mulai jam ~ I 
.., 

~ ~ f- 0 
s/d jB.JTI ~ c ] 

~ c'5 ~ 
.., 

..J ::.: 

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 

BidanR Usaha 

I g c ii " "" § 
~ ~ ~~ j~ ~ t~ 

.., .g $3 Jumlah Jumlah 

~ <.: 

H ~j 1J Modal Tenaga 

l 0$ ..L.S ~ ~ Usaha Kerja "O ~ a I] fil 

1~ .; ~ ~ "O (Rp.) (orang) 
..>.! ~~ ~ ~ ~' ::.:: f-

..., .0 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 
KOTA SINGKAWANG 

NAMA 
PANG KAT 

NIP 

WALIKOTA SINGKAWANG, 
ttd 

AWANG ISHAK 

-



LAMPIRAN IV 
NO MOR 
TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAW NG 
52 TAHUN 2016 
PETUNJUK PELAKSANAAN P RATURAN DAERAH 
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG EDAGANG KAKI LIMA 

Lampiran 

BENTUK SURAT PERMOHONAN Ti U 

1 (satu) berkas 

Singkawang, ... .... ........... ... .. ... . 
Kepada 

Yth. Kepala Dinas Perindus 
dan Usaha Kecil Mene 
di 

, Perdaganganm Koperasi 
Kota Singkawang 

Yang Bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 
Tempat, Tanggal Lahir /Umur 
Alamat 
Jalan, 'frr/RW 
Kelurahan 
Kecamatan 

Nomor telepon/HP 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 ten 
dengan keterangan 

Pedagang Kaki Lima, 

1 Lokasi Tempat Usaha 
Jalan, 'frr/RW 
Kelurahan 
Kecamatan 

2 . Waktu Menjalankan Usaha 

Luas Tempat Usaha 

3 . 
4 . Jenis Tempat Usaha 

5 . Bidang Usaha 
6. Jumlah Modal Usaha 

7 . J umlah Tenaga Kerja 

mulaijam...... .. ... IB s/djam ....... .. .... WIB 

panjang ........ M lebar ... ....... M = ........ . 

Gelaran/hampara , Lesehan, Tenda, Gerobak, 

Meja, Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 3, 

Sepeda Motor, Se da *) 
(Kuliner (makan dan minuman) , Kerajinan & 
Rp ..... .... .... ... ... .. .. ..... .. .. ... . 

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami sarop · an syarat-syarat sebagai 
1 Pas photo ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar, ukuran 3 x 4 m 1 (satu) lembar 
2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
3 Sket/letak lokasi usaha 

4 Surat Pernyataan 

Demikian permohonan ini disampaikan dengan sebenar-be arnya dan atas perhatiannya 
diucapkan terimakasih. 

Pemohon 
M terai 

R . 6 .000,-

*) Coret yang tidak perlu 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 

WAL OTA SINGKAWANG, 
ttd 

AWANG ISHAK 



LAMPIRAN V 
NO MOR 
TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAW NG 
52 TAHUN 2016 
PETUNJUK PELAKSANAAN P RATURAN DAERAH 
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG EDAGANG KAKI LIMA 

BENTUK SURAT KUASA 

Yang bertanda tangan di bawah in : 
Nama 
Umur /Tempat, Tanggal Lahir 
Alamat 
Jalan, RT /RW 
Kelurahan 
Kecamatan 
Nomor KTP 

SURAT KUASA 

Selaku Pemilik / Penanggung Jawab Usaha 

Dengan ini memberikan Kuasa kepada 
Nama 
Umur /Tern pat, Tanggal Lahir 
Alamat 
Jalan, RT/RW 
Kelurahan 
Kecamatan 
Nomor KTP 

Untuk mengurus pembuatan TDU pada Dinas Perindustrian, Per agangan, Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah 

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenamya untuk dap dipergunakan 
sebagimana mestinya 

Yang Menerima Kuasa Yang Memberi Kuasa 

b 

*) Coret yang tidak perlu 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

Y ASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 

Materai 
Rp. 6000,-

WAL KOTA SINGKAWANG, 
ttd 

AWANG ISHAK 



LAMPIRAN VI 
NO MOR 
TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAW NG 
52 TAHUN 2016 
PETUNJUK PELAKSANAAN P RATURAN DAERAH 
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG EDAGANG KAKI LIMA 

BENTUK SKET LETAK/LOKASI TEMPA 

SKET LETAK LOKASI TEMPAT US 

'l'OKO ...... . 

TOKO ....... 

TOKO ....... 

Lokaai 
Tempat 

Usaha 

NamaJalan 

s· awang, .. .. ........ . 

Pemohon 

WAL KOTA SINGKAWANG, 
ttd 

AWANG ISHAK 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 



LAMPIRAN VII 
NOMOR 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAW NG 

TENT ANG 
52 TAHUN 2016 
PETUNJUK PELAKSANAAN P 
NO MOR 4 TAHUN 2013 TENTANG 

BENTUKSURATPERNYATAAN 

SURAT PERNYATAA5 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Umur/Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat Jalan 

RT/RW 

Kelurahan 

Kecamatan 

Selaku Pemilik/Penanggung Jawab usaha 

RATURAN DAERAH 
EDAGANG KAKI LIMA 

Sehubungan dengan permohonan Saya untuk mendapatkan Tanda Daft Usaha dari Kepala Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah K Singkawang, dengan ini 
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saya : 

I . Belum memiliki tempat usaha 

2. Sanggup untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi 

3. Tidak memperdagangkan barang ilegal 

4. Tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang a ditempat atau lokasi PKL 

5. Tidak memindahtangankan Tanda Daftar Usaha kepada pihak lain 

6 . Tidak memperjualbelikan lokasi PKL kepada pihak lain. 
7. Sanggup mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan Iokasi us PKL saya apabila: 

a lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan epada fungsinya. 

b. lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan . 

Demikian Surat Pernyataan ini chl>uat dengan sebenarnya untuk dapat di ergunakan sebagrumana 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 

Y Membuat Pemyataan, 

aterai 

WAL KOTA SINGKAWANG, 
ttd 

AWANG ISHAK 



LAMPIRAN VIII 
NO MOR 
TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA SINGKA 
52 TAHUN 2016 
PETUNJUK PELAKSANAAN P 
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENT 
LIMA 

BENTUK TANDA BUKTI PENERIMAAN PERSYARAT 

RATURAN DAERAH 
G PEDAGANG KAKI 

PERMOHONAN TDU 

PD1ERINTAH KOTA SINGKA: ANG 
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG N, KOPERASI 

DAN USAHA KECIL MENENG H 

Nomor Pendaftaran : 

Alamat . Jalan FirdausH. Rais No38 SlNGKA ANG 79123 
Telepon : (05621 631425 Faksimile : {056 631425 

E-mal : lndagkop@-lngk.swangkota. .Id 

TANDA BUKTI PENERI!llAAN PERSYARATAN PERM 

Sudah <.litc.rima dari ...... .. ......... .. ................ (nama pemohon/yang diberi kuasa), persy tan untuk mendapatkan TDU 

1 l:iurat l'ennononan Ada Tidak ada Cl 
2 Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua lembar) Ada 1'idak ada [] 

3 . Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 (11atu) lembar Ada Tidak ada D 
4 . Surat Kuasa (Jika diurus fihak lain) Ada 1'idak ada D 
5. Fotocopy (KTP) pemohon Ada Tidakada Cl 
6. F'otocopy KTP yang diberi kuasa (Jika diurus fihak lain) Ada Tidak ada Cl 
7. Sket/letak lokasi usaha Ada Tidak ada [J 

8. Surat Pernyataan Ada Tidak ada D 
Yang Menyerahkan Permohonan Permohonan 

*) coret yang ticlak perlu 
catatan : Tand.a bukti ini agar dibawa dan diserahkan kepda pada t mengambil TDU 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

Y ASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 

WAL KOTA SINGKAWANG, 
ttd 

AWANG ISHAK 



PERATURAN WALIKOTA SINGKA ANG 
52 TAHUN 2016 

LAMPIRAN IX 
NO MOR 
TENT ANG PETUNJUK PELAKSANAAN P RATURAN DAERAH 

NOMOR 4 TAHUN 2013 TENT NG PEDAGANG KAKI 
LIMA 

Dasar 

BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN APANGAN 

~EIUNI'AEI KCY.rA SINGKA.W G 
OINAS PERINDUSTRIAN. PER.DAGANGAN. KOPERASI 

DAN USAKA" KECIL MENENGAH 
Alamer ; JaJen F rtdeus. H _ Rats NO 38 SJN-GKAVYAN 

Telepon : (0562) 631425 Fal<Slmllo : (0562) 6:3 
& ...... 1 : lrtdagtcop0-frU:11<•wanglcOUl.GO.I 

SERITA A.CARA PJ&llBIUK8A.Uf LAPA.MOAN 

BO.MOR ; ••• ••••••••••• / •••••••••••••••• / ••••••••••• 

1. Pcraturan Dacroh Nomor 4 Tahun 2013 te:ntang PKL 
2 . Pe raturan W &.likota Singkawang Nomor .. ... Tahun 2014 rent g Petunjuk Pclaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 te n tang PKL 

3 Surat Perintah Tugas Ke paJa Dins.s Perindustrie.n , Perdagangan, operasi clan Usaha Kecil 
menengah Kota Si.ngkawang Nomor ........... . 

Nama Pemohon 
Umur/Tempat, Tanggal Lahir 
Alamat Jalan/RT/RW 

KP. lurahan 
Keca.matan 

Hasil peme 1;ksaan lapangan " e bagai oorikut : 
l. Data pemohon 

2 . Lokasi Usaha Jala.n. RT/RW 
Kelurahsn 
Kecarnelan 

3 . Waktu buka usaha 

4 . Lu .. ,. tern pat usaha 

5 . Jenis tempat usaha 

6 . Bidang usaha 

a 

c 

d 

Adadalam 
pendstaan 

D T ida.k ada D 
dalam pendataan 

sesua1 dengan sleet/ leta.k permoho 

tidak seauai dcmgan eket/lokaAi pc ohonan 

diperbolehkan seaua.i Keputusan W 1ikota 

D 
D 
D 

tidak diperbole hka.n scsuai Ke putu n Walikota D 
Mula.i pukul .. . .... WIH s/d pulrul. .. .... WIB 

sesua.i denga.n pt:nnohonan 

tidak sesuai densan pecrnohonan 

........ Mx .......... M • .. .. .... . 
se:Ruai denga_n pennohonan 

scsuai d e ngat1 pcnnohonan 

sesua.i dengan permohonan 

D 
D 

tidak sesuai 

permohonan 

tidak sesuai 

perm o ho nan 

tidak sesuai 
perrnohon an 

D 

D 

D 

Dari hasil pemerik"""'n ls.pangan, permohmw:n. TDU SltSUAI/TIDAK SESU d.engan ketentuan d an 
persyaratan yang telah ditentu kan. 

Sela.njutnya pctugas yllng melakukan pemeriksaa.n lapsnga.n berkeaimpulan dan m berikan pertimbangan 

Demikian Serita Acara Pemeriksaa.u La.pa..n~lilt ini k.w:n i buat dcngan scbena.i-.ben ya sebagai bah.an 

MENOIITAHU! : 
KllPAl.A BIIJANG PERUAOANOAN 

Nania 

Pa:ugka.l 
NIP 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 

Petugas Yang .Memeriba Ttmda Tangen 
1. Nam1J 

Pangkol 
NIP 

2 . Nt.l.Ula 
l'e.ngl<At 

l. .. .. ... . .. . .. ... . 

2. 

WAL KOTA SINGKAWANG, 
ttd 

AWANG ISHAK 



LAMPIRAN X 
NO MOR 
TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA SING KA\/ ANG 
52 TAHUN 20 16 
PETUNJUK PELAKSANAAN P :RATURAN DAERAH 
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENT~NG PEDAGANG KAKI 
LIMA 

BENTUK TANDA DAFTAR USAHA ( HALAM ~N DEPAN) 

P EMERINl"AH K O TA SING KAWAl!ITG 
DINAS PERINOUSTRIAN, PERDAGANGAN, I .OPERASI 

DAN USAHA KECIL MENENGAH 
Al.,.,_ : Jelen Flrdeus H . Reis No 38 SINGKAWANC 79123 

retepon : (0562) 631425 Feksimlle : (0562) ~1 25 
E -mei : lndagkop@lslngk.awangl<ot..g o .ld 

TANDA DAFTAR USAHA PBDAGAKG KA !CI LIMA 

KEPALA Dll'fAS PERINDUSTRIAN, PERDAGAllGAN, KOPERASI DA If U8AHA KBCIL 

Daar : l. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Lentang Pedagang Kaki Lima 

Kepada : 

2. Peraturan Walikota Singkawang Nomor .. .. Tahun 2014 tentane Petunjuk 

MEMBERJKA1' TAJllDA D.AFTAR US.AHA PBDAOAJIG KARI •I-IMA 

l Nama Pemohon : ..... ....... .......... ... ... ..... ...... . 
2 Umu r/Tempat, Tanggal Lahir : ........ ........ ....... ..... ....... .... . ........ .............. .. 
3 Alamat 

Jalan, RT/RW 

Kelurahan 

Kecamatan 

; .. ........... ............... .. ....... .... ............ ........... . 
: .. ............. .. ... .. .... .... ... ...... .. ..... ...... ............ . 

Uatak : Membuka kegiatan Usaha Pedagang Kaki lAma 

l Alamat Lokasi Usaha 

Ja lan, RT/RW 

Kelurahan 

Kecamatan 

2 Waktu Menjalankan Usaha 

3 Luas Tempe t USA ha 

4 Jenis Tempat Usaha 

5 Bidang Usaha 

6 Masa bcrlaku TDU 

Dengan ketentuan : 

: .. ........... ......... ........ ... .. .... . 
: ....... ...... ......... ................. . 
: ..... ............. ......... ......... .. .. 
: Mula i Jan1 ....... .... WIB s/d Jam .... ......... WIB 

: panjang ....... . M x lebar ...... ... M -= ..... ... . 

: ........... ............. ...... ..... .. .... ....... .... .. ..... ..... . 
: .. ....... ......... ... .. .. ... ... ..... ............. ....... ...... . .. 
: Selama. 2 (dua) tahun s/d tanggal ........ ... .. .. 

1 Wajib mclakukan daftar ulang selambat-lambatnya 1 (satu) bu Ian sebelun berakhir 

2 Mentaati segala kewajiban <lan larangan yang berlaku (ketentuan disebali nyaj 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Singka .. ang 

KEPALA DINAS PERINOUSTRIA ~. PERDAGANGAN 
DAN USAHA KECIL ME NENGAH 

KOTA SINGKAWJ NG 

NAMA 
PANG KA 

NIP. 



BENTUK TANDA DAFTAR USAHA ( BAGIAN ELAKANG) 

PEllEGANG TANDA DAFTAR US.AHA WAJJB 

a. mematuhi peraturan perundang-undangan 
b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan 
c. memelihara keindahan, ketertiban, kebersihan dan keseha 
d. menempatkan dan menata ha.rang dagangan dan/ atau ja 

dengan tertib dan 
e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum 
f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menun 

apapun apabila : 
1. lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan 
2. lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan 

g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentu 
sesuai TDU yang dimiliki PKL. 

PEMEGANG TANDA DAFTAR US.AHA DILARANG 

lingkungantempatusaha 
serta peralatan dagangan 

t ganti rugi dalam bentuk 

oleh pemerintah daerah 

a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak dit tapkan untuk lokasi PKL; 
b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas y g ada ditempat atau lokasi 

usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota; 
c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tin al; 
d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtan ankan TDU PKL tanpa 

sepengetahuan dan seizin 
e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat uSaha tanpa kegiatan secara 

terus menerus 
f. mengganti bidang usaha dan/ atau memperdagangkan baran ilegal; 
g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau engubah bentuk trotoar, 

fasilitas um um, dan/ atau bangunan disekitarnya; 
h. menggunakan badan jalan untuk tern pat usaha, kecuali yang "tetapkan untuk lokasi PKL 

terjadwal dan 
i. berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar bagi 

PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan lain; 
j. memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kep da pedagang lainnya. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 

WAL KOTA SINGKAWANG, 
ttd 

AWANG ISHAK 



LAMPIRAN XI 
NO MOR 
TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 
52 TAHUN 2016 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAE RAH 

PEDAGANG KAKI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG 
LIMA 

BENTUK BAGAN ALUR PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA 

No. 

' r 

5 

UltAIAN «EGtA TAN 

2 

- Pemohon nwimlhta fnfnrM.MI TDU 

- Pemohon rntint!sl formuHr~ d::in m-4.-nstc•pil persy•rat.ao 

- Pctup• ~crt mcn•rim• formuur pcnnohon•n dan ~rsy~.ncan 

Petu1as lobt tnenM1r1la:a ke~nek.ilpan bttrl<as 

- 811• lenek•P pemohOn dtbori t•nda tM.lk~ pencr~n bcr1r.)1, dan berk:ls 
permohon.an rou d lklrtm ke baalan PfOSU 

- &tie Udalr. lengkap d ll«rtnblillkAtn kM: pemoho(I 

_ Bagi.n proHs moempoela)an dan memproses b9r11.111 ~m~n TVU 

- Membu•t Surat Tu1111 kepeda Pel'\1C-9• P'emertku untuk pcmcrtksnn 
lap.anaan 

- Petuau P•m•rlkH metakukln pemerlltuu!ln !ap11111an Clan pernbahuan 

&«itoi Au.ret PC?tr\onksaan Lapangen. Apeka h d t 1:1 1nkan atau dllotak. Bila d i 

btnkan borkos pormohomiin c:ltklrtm k• 1:>aa11n pro1es untuk penertman TOU. 
Bite Udek di IZlnkar'I, bcrkes d lacembalOr.an ke pemohon d~n dlbc:11 sul'lrt 
penolakan 

6 I - &acl~n PrvH1s m•n«b!tkttn/Cet•k T DU 

- Pom«.!rtbaan Cokumen FornYt/Dra-ft TDU 

- SetltWih P'roiH pemerlbaanTOU pemu.ren oh!h Kepala Selal. Kepul• Btd• n1 
d•n Soli<:r«tz.rts 1elanjvtnv~ penandatanp nen TDU oleh tcepala 0 1na1 

Po~n d;:in p enc.atat.an TOU 

- Pembetltllhuon TDU tcl;Jh H kaSol kopada pemonon dan petugais IOkl!'t 
menycrehkttn TDU kOPodo pemohOn dan t embusan lw 5acPO Tefi(iiitt 

- Ookumcn mu di •n:ipt.an 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 

BAGAN ALUR PERBRBlTAK TANDA DAFTAR USAJIA 

PEMOHON LOK£T INFORMASf lotCET PENEfUMAAN 8.AGIAN PAOS[S 

3 4 5 6 

r .•. .. ' 
T 

I :::!.:::: I I I )f ...... :--nl 
Penv•;.-JJJ 

I TI-~~ ~ 
M-~~--'~~--r·~r--

-T _, 

TkWr Leo .... _, 

l -----Ji I I < 

I TW".:.J~ I I I .. __. 

PETUOA.5 PEMEJUICSA KEPALAIMNAS llEnRAN<iAH 

7 8 9 

l H.ariK~ 

J H ar1 J8'j11 

"~k-..__...., ~ Hoit11tefj.1 -
.. rita.ttiii:-• 

3 Hert KQl'}f 

'"*"' ........ 
--·~ 

'-ct;:-.., I 
I 4 Hurl K<!rjo 

Jumt•h 14 HariKeT1• 

WALIKOTA SINGKAWANG, 
ttd 

AWANG ISHAK 



. LAMPIRAN XII 
NO MOR 
TENT ANG 

K•~-= ·-"""" T9~T~i.hir 
~ J.a-,flr/WW ._ .... 

"'-•t.,., 

--·-·············· 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWAN 
52 TAHUN 2016 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERAT 
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG 
LIMA 

BENTUK KARTU PENGENAL PKL 

BAGIAN DEPAN 

P&MKRI!fTAH KOTA BINQKAWAHO 
KARTU PE1'GElfAL PKL 

·· ··· ··- ······- ··············-········ . ......... .................. ................ ... 
! ...... .......... .............. . . . . .. .. . . .. . .. .. _ 

SirJAk--a. ....... ... - ..... ..... ,.,_ .......... . 
XP.PAIA DDIAS .P8XU'll>lb-rRL\Jll, RERlli\GAnOAI, 

XOPBRASI DiUr USARA traCIL IUllU::llGA!l 
Xot'A9D'fO~WAlfO -"""'":." lllP. 

Jalan, Frr/RW 

Kelunlhan 

Kccnmatmi 

Walnu Monjalsnkan U 

Luos Tewpol Usaha 

Jenis TemIMt.l Usel.18 

e;w,,,g Usaba 

RAN DAERAH 
EDAGANG KAKI 

1. Ukuran Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima Panjang 8 Cm, Lehar 5 Cm 

2 . Warna Dasar Kartu ldentitas Pedagang Kaki Lima Putih 

3. Tulisan Hitam 

4. Pas Photo Hitam Putih ukuran 3x4 Cm 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 

WALIKOT SINGKAWANG, 
ttd 

AW NG ISHAK 



LAMPIRAN XIII 
NO MOR 
TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 
52 TAHUN 2016 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERAT RAN DAERAH 
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG EDAGANG KAKI 
LIMA 

A. BENTUK SURAT PERINGATAN TERTULI PERTAMA 

Nomor 
Si fat 
Lampiran 

Hal 

Tembusan : 

PEl\fERINT AH KOT A SING -· VANG 
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG N, KOPERASI 

DAN USAHA KECIL MENEN H 
Alamat : JalanF'irdausH . RaisNo38SINGKA ANG 79123 

Telepon : (0562) 631425 Faksimil.e : (056 631425 
E-mal : lndagkop@slngkawangkota. .Id 

Singkawang, . .......... . 

Kepa a : 
Yth. 

di-
Peringatan Tertulis Kesatu 

Menghubungi Teguran Lisan yang kami sampaik dan hingga saat ini 
Saudara masih belum melaksanakan sebagaimana yang disarankan. 

Untuk itu Kami peringatkan kembali ba.hwa Saud a/Kelompok PKL : 
1. Telah melanggar Pasal .... . Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang 

Pedagang Kaki Lima, Pasal .. .... Peraturan Waliko Singkawang Nomor 
...... Tahun ....... tentang Peturtjuk Pelaksanaan Pera ran Daerah Nomor 4 
Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima 

2. Disarankan untuk .. ..... .... .. .. . .. . 
3 . Selamba.t-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Peringatan Tert lis Kesatu disampaikan 

agar ....... ... .. .... . 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian 

KEPALA DlNAS PERINDUST AN , PERDAGANGAN 

NIP. 

CIL MENENGAH 
ANG 

1 Walikota Singkawang 

2 Kepala Satpol Pamong Praja Kota Singkawang 
3 Camat .. .... . 
4 Lurah ....... ... .. ... . 



B. BENTUK SURAT PERINGATAN TERTUI IS KEDUA 

Nomor 

Lampi.ran 
Hal 

Tembusan : 

PEMERINTAH KOTA SINGKA VANG 
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG' N, KOPERASI 

DAN USAHA KECIL MENENG ,H 
Al-amat: Jalan FirdausH . Rais No38 SINGKAV ANG 79123 

Telepon : (0562) 631425 FakSimile : (0562 631425 
E-maJ : indagkop@Singkawangkota. oJd 

Singkawang, ................ .... ... ...... .... . 

Kep~da : 

Yth. 

di -
Peringatan Tertulis Kedua S!NGKAWANG 

Menghubungi Surat Kami Nomor .. ... .. .. ...... tangi al... .. ... Hal Peringatan 
Tertulis Kesatu dan sampai dengan saat ini Saudara t lasih belum melaksanakan 

Untuk itu Kami peringatkan kembali bahwa Sa\ dara : 

1. Telah melanggar Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor4 Tahun 2013 tentang 
2 . Disarankan untuk ..... .... .... .. .. .. 

3. Selam bat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Peringatan 1 ertulis Kedua disampaikan 
agar .... .. ....... .. .. 

Selanjutnya Kami perintahkan Saudara/ Kelom1 ok PKL 
Agar menghadap ...... . ................ ... .. .. .. pada; 

Hari 

Tanggal 
Waktu 

Tempat 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhati ~n dan dilaksanakan. 

KEPALA DINAS PERIN >USTRfAN, PERDAGANGAN 
KOPERASl DAN US UiA KEClL MENENGAH 

KOTAS NGKAWANG 

NAMA 
J ANGKAT 

NIP. 

Walikota Singkawang 

2 Kepala Satpol Pamong Praja Kot.a Singkawang 

3 Camat ...... . 

4 Lurah ... ....... ..... . 



C. BENTUK SURAT PERINGATAN TERTUI IS KETIGA 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

HaJ 

Tembusan : 

PEMERINT . .l\H KOTA SINGKA ,v ANG 
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG. ~N, KOPERASI 

DAN USAHA KECIL MENENG ~H 
Alamat : Jalan FirdausH . Rais No38 SINGKA\ i'ANG 79123 

Telepon : (0562) 631425 Fal<simi!e : (056~ l 631425 
E-mal : lndagkopQUngkawangkota. ~o.id 

Singkawang, .. ... ... ... ..... ... ........ ...... . 

Kepada: 

Yth. 

di -

Peringatan Tertulis Ketiga S NGKAWANG 

Menghubungi Surat Kami Nomor ......... .. .... tanggal ... ... .. Hal Peringatan 
Tertulis Kedua, dan sampai dengan saat ini Saudara p.asih belum melaksanakan 

Untuk itu Kami peringatkan kepada Saudara : 
1. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Peringatan ertulis Kedua disampaikan 

2 . Jika daJam waktu 3 (tiga ) hari kerja tidak r elaksanakan sebagaimana 
sebagairnana dimaksud pada angka 1, maka Jokas usaha Saudara/Kelompok 
PKL akan d.itutup, dan TDU dan Kartu Pengenal P~ . ,. akan d.icabut. 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. 

KEPALA DINAS PERINPUSTRIAN, PERDAGANGAN 
KOPERASI DAN USi\HA KECIL MENENGAH 

KOTAS NGKAWANG 

NAMA 

~ANGKAT 

NIP. 

1 Walikota S ingkawang 

2 Kepala Satpol Pamong Praja Kota Singkawang 

3 Camat ...... . 

4 Lurah ........ ....... . 



D . BENTUK PENCABUTAN TDU DAN KARTU I ENGENAL PKL 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Tembusan : 

PEM.ERINT AH KOTA SINGKAW Ar G 
DINAS PERINDUSTRIAN. PERDAGANGAN, I OPERASI 

DAN USAHA KECIL MENENGAH 
Alamat : Jalan FirdausH . Rais No38 SINGKAWANG 79123 

Telepon : (0562) 631425 i=aksimile : (0562) 631• 25 
E-mai : lnctagkop@singkawangkota.go.id 

Pencahutan TDU clan 
Kartu Pengenal PKL 

Duar : 

Singkawang, .... ...... ..... . . 
K e pada 

Yth. 

di -
STNGKAWANG 

1 l>craturan Daerdh Kola Singkawang Nomor 4 Tabun 2( 13 tcntang Pedagaog 
Kaki Lima 

2 Peraturan Walikota Singkawang Nomor ..... Tabun 2013 tentang Petunjuk 
Pelaksauaan Perdturdll Daerdb Kota Singkawang N• mor 4 Tahun 20 14 
te.ntang Pedagang Kaki Lima 

3 Surat Nomor .. .... Tanggal .... ........ Hal : Peringatan Tern lis Kesatu 
4 Surat Nomor .. .... Tanggal. .. . .. . .. .. . Hal : Peiiuga tan Terti lis Kcdua 
5 Surat Nomor ... ... TanggaJ............ Hal : Pcringatan Tert1 lis Ketiga 

II . Saudara selaku pemegang TDU dan Kartu engenal PKL tidak 
mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana yang elah kami sampaikan. 

m . Berdasarkan pertimbangan di atas, maka TDU dru Kartu Pengenal PKL 
Saudara. clicabut. 

IV. Dengan dicabutnya TDU dan Kartu Pengenal PKL , te hitung sejak swat ini 
dikeluarkan, maka : 

a. TDU 
Atas nama. 
NomorTDlJ 
Tanggal 
Lokasi Usaha ,JaJan, ITT/RW 

Kelurahan 
Kecamatan 

b. Kartu Pengenal PKL 

Atas nawa 
Nomor Kartu Pengeo.al PKL ...... .. .................. ...... ..... ... ..... ... .. ... . 

dbayatalum tldak berlaku dau lokul uaaba yang cllpergu llakaa harua ditutup 

Oemikian disampaikan tmtuk menjadi maklum. 

KEPALA DINAS PERINDUSTF IAN, PERDAGANGAN 

KOPERASI DAN USAHA K !:CIL MENENGAH 

KCYl'A SJNGl<A WANG 

!WM 
PANml\T 

NII'. 

1 Walikota Singkawang 
2 Kepa.la Satpol Pa:moog Praja Kota Singkawang 
3 Camat ...... . 

4 Lumb ... ..... ... .. .. . 



E. BENTUK PENGUMUMAN PENUTUPAN LOKASI EGIATAN USAHA 

PEMERINTAH KOTA SIN KAWANO 

LOKASI KEGIATAN USAH PKL INI 

DITUTUP 
KARENA MELANGGAR PERATURAN DAERAH K TA SINGKAWANG 

NOMOR4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAG NG KAKI LIMA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 

KEPALA SATU N POLIS! PAMONG PRAJA 

NAMA 
ANG KAT 

NIP. 

WALIKOT SINGKAWANG, 
ttd 

AW NGISHAK 


